- WALIKOTA SINGKAWANG
- PROVINSI KALIMANTAN BARAT

' PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR 6 TAHUN 2017
| . TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

'Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan otonomi
daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah
perlu dukungan pemblayaan dan pendapatan asli
daerah khususnya pendapatan yang berasal dari
pajak daerah; ”

b bahwa Pemerintah Kota SingkaWang telah
menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2010 tentang Pajak Daerah sebagai dasar
pemungutan pajak daerah, namun ldqususny.a
terhadap tarif pajak hotel dan pajak restoran
dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan
pérkembangan- pertumbuhan  ekonomi  dan
kemampuan masyarakat, sehingga perlu dilakukan
pen'yesuajan terhadap besaran tarif; |

c. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 52 / PUU-IX/2011, menyatakan bahwa kata
“golf” .dalam_Pas_aI 42 ayat (2) huruf g Undang—
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dinyatakan :beftentang_'an
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Me'ngin gat

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun. 1945 dan tldak mem111k1 kekuatan .
hukum mengl.kat sejak tanggal 12 Juli 2012

bahwa berdasarkan ~ Surat D1rektur __ Jenderal N

Penmbangan - Keuangan- Kernentenan Keuangan' -

- Republik Indonesia Nomor S-576/ MK-7/ 2012 tanggal

24 September 2012 penhal Putusan Mahkamah

 Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 yang ditujukan

kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan -

' BupatI/Wa]Jkota se-Indones1a mengamana.hka.ﬁ agar |
| segera menghentikan pemungutan pa]ak hiburan atas - ;

permainan- golf dan menyesualkan Peraturan Daerah

Pajak Hiburan tersebut sesua.1 dengan amar. putusan

: Mahkamah Konstltu31,

bahwa berdasarkan per‘ambangan | sebagaimena
dnnaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf
d, perlu menetapkan Peraturan Daerah- tentang :
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2010 tenfang Pajak Daefah' |

. Pasal 18 ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara_ g

Repubhk Indonesia. Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 12 'I‘ahun 200'1 tentang
Pembentukan Kota Smgkawang (Lembaran Negara '
Republik Indonesm Tahun 2001 Nornor 92,
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones:na
Nomor 4119); |
Undang-Undang N_emo_r'-" 33 Te_hun 2004 tenter_lg -

Perimbangan : Keuarigan_ Antara- Pemerintah Pusat.

‘dan  Pemerintahan ‘Daerah (Lembaran Ne_gara .

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor _126; _

- Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a.

Nomor_ 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lemb_aran Negara .
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http://jdihn.bphn.go.id/detail/2142/PAJAK-DAERAH-DAN-RETRIBUSI-DAERAH/09uu028.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1815/PERIMBANGAN-KEUANGAN-ANTARA-PEMERINTAH-PUSAT-DAN-PEMERINTAHAN-DAERAH/04uu033.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/2918/TENTANG-PEMBENTUKAN-KOTA-SINGKAWANG--/01uu012.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/1/UNDANG-UNDANG-DASAR-1945/uud_1945.pdf

Re‘publik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indone31a
Nomor 5049), '

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten.tang
| Pemermta_han Daerah (Lembaran Negara_ Republik |
- Indonesia - Tahun 2014_,-Nomqr. 244, Tambahan
| Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) |
sebagaimana telah diubah beberapa kali- terakhir
_ dengan Undang-Undang Nomor 9. Tahun 2015
~ tentang Perubahan - Kedua Atas Undang—Undang

Nomor 23 Tahun 20_14 tentang Pemenntahan-Daerah_ L

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
| Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubhk.- '

Indone31a Nomor 5679)

Peraturan Pemenntah Nomor 69 Tahun 20 10 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
: Pemungutan Pajak D_acrah dan - Retribusi - Daerah

: (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ‘2010
Nomeor 119, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

Indonesm Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pa_]ak Daerah “yang Dipungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah Atau -leayar_Sendm Oleh -
‘Wajib Pajak (Lembaran Negara Republi'k' Indonesia

. Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara

| Repubhk Indonesia Nomor 5179),

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang -
Pokok-Pokok Pengelolaé.n - Keuangan ﬁaerah N
(Lembé:an Daerah Kota. Sirigkawang Tahun 2008
' Némor. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota

Smgkawang Nomor 11});

Peraturan Daerah Nomor ‘11 Tahun 2010 tentang
' PaJak Daerah (Lembaran Daerah Kota Slngkawang-
_ Tahun 201 1 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Smgkawang Nomor 23),
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http://jdih.singkawangkota.go.id/files/PERDA_2010_11.pdf
http://jdih.singkawangkota.go.id/files/PERDA_2008_2.pdf
http://jdihn.bphn.go.id/detail/12475/JENIS-PAJAK-DAERAH-YANG-DIPUNGUT-BERDASARKAN-PENETAPAN-KEPALA-DAERAH-ATAU-DIBAYAR-SENDIRI-OLEH-WAJIB-PAJAK/10pp091.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/10054/TATA-CARA-PEMBERIAN-DAN-PEMANFAATAN-INSENTIF-PEMUNGUTAN-PAJAK-DAERAH-DAN-RETRIBUSI-DAERAH--/10pp69.doc
http://jdihn.bphn.go.id/detail/16934/PEMERINTAHAN-DAERAH/14uu023.pdf

_ Dengan Persetu_]uan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
'WALIKOTA SINGKAWANG; .

MEMUTUSKAN

Ménetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
" - PERATURAN DAERAH NOMOR 11 - TAHUN _ 2010
TENTAN G PAJAK DAERAH ' |

_ _ o Pasal I _ _ S
Béﬁerapa_. ketentuan dalam Peraturan Daerah '_Nprnorl 11 Tahun 2010
_.téntang. P.ajak Daerah [Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahuﬁ 2010
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Smgkawang Nomor 23}
diubah sebagal benkut '

1. _Ketentuan Pasal 3 ‘diantara ayat (3) dan ayat (4] dlslslpkan 2 (dua]
. ayat, yakni ayat [3a} dan ayat (3b), dan d1ta.mbah 2 (dua) ayat, yakni
ayat (5) dan ayat {6}, sehingga Pasal 3 berbux_iji sebagai béri_kut:

_ Pasal3
{1 'Dengan nama Pa_]ak I-Iotel dlpungut Pa_]ak atas Pelayanan yang'
' dlsedlakan oleh Hotel. '
(2} - :Ob_]ek Pajak Hotel adalah peIayanan yang disedlakan oleh hotel -
o 'dengan pembayaran, termasuk jasa - penun_]ang sebagai -
kélen'gkapmi hotel yang sifatnya membéﬁk’an kefnudahan dan - |
| kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hlburan | | |
| (3) Jasa penun]ang, sebagaimana dimaksud pada ayat 2) adalah
- fasilitas telepon faksunﬂe, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, |
' seterika, transporta31 dan fasilitas sejems lamnya yang d1sed1akan |
~atau dlkelola hotel.
(3a) leecuahkan dari. fasﬂltas olahraga dan hiburan sebagalmana
' dunaksud pada ayat (2) untuk orang pnbad1/ badan yang udak :
menyewa. kamar hotel tetapi menggunakan fasilitas olahraga dan
_ hiburan yang tersed1a di hotel dengan chpungut bayaran oleh plhak
.hotel maka dikenakan pajak atas Hlburan '
(3b) Orang pnbadl/ badan yang memesan makanan dan Imnuma.n yang
tersedla dlfasﬂltas hotel dﬂcenakan pajak atas restoran |
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- {4) T1dak tennasuk Ob_]ek Pa_jak Hotel sebagmmana dlmaksud pada
o _..-ayat (2) adalah: =
a. Jasa tempat tmggal asrama yang d1selenggarakan oleh'. '
o Pemenntah atau Pemerintah Daerah
. b.- j Jasa sewa apartemen kondominium, dan se_lemsnya
jasa tempat . tmggal di pusat pendldlkan atau keglatan
| 'keagamaan, -
d. jasa tempat tinggal di rumah saklt asrama perawat pantl
- jompo, pantl asuhan, dan pantl soswll lamnya yang se_]ems,
dan o
‘e jasa biro -perjalanan atau’ péljalanan msata yang
L 'd1selenggarakan oleh hotel yang dapat dnnanfaatkan oleh
| - umum. | _ } _ _
(5) Ketentuan leblh lanjut mengenal orang pnbach/ badan yang tldak -
.menyewa kamar hotel tetapl menggunakan fasmtas olahraga dan
hlburan yang. tersedia- dihotel sebagalmana dlmaksud pada ayat
(3a) diatur dengan Peraturan Wahkota | |
- (6) Ketentuan lebih - lanjut mengenai orang . prlbadl/badan yang
memesan makanan dan minuman yang tersedla di hotel. ‘
- sebagaimana dlmaksud pada ayat (3b) d1atur dengan Peraturan
' -Wahkota '

. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6' berbunyi sebagai be_rikut_:
o . Pasal6 - | .- | |
| Ta.rlf Pa_]ak Hotel dltetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)
. Ketentuan Pasal 11 chuba_h sehlngga Pasal 11 berbunyl sebagm
* berikut:
_ Pasal 11
Tanf Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf g dlubah dan d1tambah satu huruf
__yakm hurufk, serta ditambah 2 (dua) ayat, yakm ayat ( 8 dan ayat (5), |
” sehmgga Pasal 13 berbunyl sebaga1 benkut '

; | - Pasal 13 | _ o _

(1) Dengan nama. Pajak H1buran dlpungut pajak = atas

penyelenggaraan Hlburan
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| (2) Objek pa_]ak ‘Hiburan adalah Jasa penyelenggaraan h1buran

. 'dengan dlpungut bayaran _ . .

_ | (3) 'Hlburan sebagalmana d1maksud pada ayat (2) adalah

. tontonan film, : '

: pagelaran keseman mus1k tari, dan/ atau busana; = o

" kontes kecantlkan binaraga; dan se_]emsnya, _ -
pameran, _
dlSkOtlk ‘karaoke, klab rnalam dan sejemsnya, .'

' 31rkus,_akrobat dan sulap; -

_permainan bilyar, dan boling;

5RO a0 oo

':pacuan kuda,_ kendaraan = bermotor, dan permaman
ketangkasan, | ' o o o
1 _ pant1 p1_]at refleksi, mandl uap/spa dan pusat kebugaran
| o Oitness center), |
g pertandingan olahraga; dan - :
” k. | waterpark dan sejenisnya. _
(4 _Orang prlbadl/badan yang memesan makan/mlnuman yang .
berada di fasilitas hlburan sebagalmana dlmaksud pada ayat. (3) '
- dikenakan pajak atas restoran. _ . " |
| -(5) '.Ketentuan lebih lanJut mengeneu orang pnbadllbadan yang_
| memesan makan/mmuman yang berada difasilitas hlburan
. sebegaumana dlmaksud pada ayat (4) dlatur dengan Peraturan; o

Wahk.ota

. 'Ketentuan Pasal 16 huruf h dihapus dan dltambah satu huruf yakm
: -huruf q; sehmgga Pasal 16 berbunyl sebaga:l berlkut

Pasal 16
Besarnya tanf pajak untuk setiap jenis h1buran adalah _ _
o a. __untuk Jems pertunjukan dan : keramalan -umum yang_
- menggunakan sarana film di bloskop d1tetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen) dari harga tanda masuk
b. penyelenggaraan hiburan kesenlan berupa keseman tradlsmnal
seperti drama, puisi, dan seJenlsnya yang bertujuan untuk'_ g
_melestankan budaya nas1onal dltetapkan sebesar 5% (hma .

. persen) dari harga tanda masuk
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penyelenggara_an hiburan kesenian _b_e'rupa show, pergelé.ran
musik, pergelaran- buséna, kontes keéantikan, dan sejen'isnya
dltetapkan sebesar 10% (sepuluh persen), kecuali pergelaran
musik artis nas:onal dltetapkan sebesar 15% (lima belas persen)

darl harga tanda masuk

. pasar seni dan pameran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen)

dari harga tanda masuk;

permainan video games atau mesin keping, ketangkasan
elektronik dan sejenlsnya ditetapkan sebesar 15% (lima belas
persen) dari pendapatan kotor; |
penyelenggaraan klub malam, diskotik, karaoke lounge, kafe, bar,
| pub dan sejemsnya dltetapkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen) dari jumlah yang dibayar konsumen; '
permainan - .bﬂyar dan sejenisnjza dite.tapkanr sebesar 10%

(sepuluh persen) dan pendapatan kotor;

. dlhapus

terjun lenting (bungee jump), sepeda air, jet ski, gokar, dan
sejenisnya ditetapkan sebesar 10% {sepuluh persen) dari harga
tanda masuk atau harga jual,

penyelenggaraan permainan bolmg ditetapkan sebesar 5 % (11ma
persen) dari pendapatan kotor; _
penyelenggaraan hiburan berupa panti pijat ditetépkan sebesar
25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor; |
mandi uap (steambath), mandi sauna dan sejenisnya ditetapkan
sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pendapatan kotor;
pertunjukan dan keterampilan yang menggunakan elektr_b;iik_
ditetapkan sebesar 1_0% (sepuluh persén]; '_
panggung terbuka ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari
harga tanda masuk; |

panggung tertutup ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari
harga tanda masuk; '

penyelenggaraan pertandmgan olah raga ditetapkan sebesar 10%
(sepuluh persen) dari harga tanda masuk; dan

'waterpark, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh

persen) dari harga tanda masuk atau hérga jual.
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~ Pasal II
: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal d1undangkan

Agar . setiap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan i
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Slngkawang

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 20 Dese_mb'e_r-:2017 .

WALI_KO’I_‘A SINGKAWANG,-
ttd

- TJHAI CHUI MIE

| _ _Diu'ndaiigkan di Singkawang
pada tanggal 29 Desember 2017. _ |
SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd

- SYECH BANDAR
LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6/2017)

/-: ALIZAR, S.H.
REP~10681016 199803 1004

~ JDIH Kota Singkawang. - '



' PENJELASAN
 ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SINGKAWANG
~ NOMOR 6 TAHUN 2017 -
| | ~ TENTANG | |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2010
‘TENTANG PAJAK DAERAH -

L. UMUM

- Dalam rangka peningkatan reahsas1 Pendapatan Ash Daerah o
(PAD) dari sektor Pajak Hotel dan Pajak Restoran, Pemermtah Kota S
Smgkawang benmsla51 menmgkatkan tarif Pajak Hotel dan Pajak - )
Restoran sebesar 10%, hal tersebut j Juga berdasarkan Undang-Undang | :
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pa_]ak Daerah- dan Retnbu31 Daerahf :
mengatur batasan paling tinggi pengenaan tarif Pa_]ak Hotel dan Pa_]ak
Restoran adalah sebesar 10% (Pasal 35 dan Pasal 40 UU Nomor 28 N
Tahun 2009} Pengenaan peningkatan tarlf tersebut tentunya

~ didasarkan kepada kemampuan masyarakat atas penggunaan hotel_ '

" dan restoran yang telah disebutkan diatas.

_ . Dalam hal, perluasan terhadap objek pa_]ak daerah maka
_ dalam Peraturan Daerah ini diatur pengenaan pajak terhadap orang
| pribadi / badan yang t udak melakukan penyewaan terhadap hotel akan
tetap1 menggunakan fasilitas olahraga dan hiburan dikenakan pa_lak
' atas hiburan, hal tersebut dlkecuah-untuk Hotel yang membenkan_
gratls untuk fasilitas olahraga dan hiburan kepada setlap orang baik
~yang menginap - di hotel ataupun - tidak menglnap ‘maka tidak
: dlkenakan paJak atas hiburan. dan untuk set1ap orang prlbadl / badan -
- yang memesan makanan dan minuman yang tersecha di fasilitas hotel
* dikenakan pa_]ak atas restoran. S_elanjutnya, ..untuk setiap orang :
pribadi/badan yang _ndemés_an makanandan minuman di fasilitas- )
hibu_ran dikenakan pajak atas restorén.
_ Untuk mengantiéipasi rhés_ukxiya .investasi © berupa
_ pembanguﬁan .-'hi_bur_an: di Kota Singkawang atas permainan -
_wé.i:erpark, dan sejenisnya yang dewasa ini telah menjadi salah .sétu_ .

‘wahana rekreasi favorit masyarakat dunia, tak terkecuali di Indonesia, -

_ " JDIH Kota Singkawang | .



maka terhadap_ pengenaan tarif atas permainan tersebut, Pemerintah
Kota Singkawarig berinisasi mengenakan tarif hiburan atas perﬁainan |
tersebut dalam Rancangan Perubahan Peraturan Nomor 11 Tahun'- :
2010 sebesar 10%. Pengenaan tarif PaJak tersebut ‘didasari untuk |
lebih mendahulukan atau membenkan peluang bag1 - orang

' pnbad1 /badan usaha untuk melakukan investasi di Kota Slngkawang,
'dlkarenakan pengenaan tarif tersebut dibawah dari pengenaan batas

: palmg tinggi dari UU Nomor 28 Tahun 2009, Pasal 45 yaltu sebesar
35%.

Selanjumya, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 52 / PUU-IX/ 2011 menyatakan bahwa kata golf” dalam Pasal
42 ayat {(2) huruf g Undang—Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pa_]ak Daerah dan Retnbus1 Daerah d1nyatakan bertentangan dengan
Undang Undang Dasar 'Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan - |
_ tidak mem111k1 kekuatan hukum menglkat sejak tanggal 12 Juli 2012,
deak lanjut dari Putusan Mahkamah KOI‘IStltLlSl tersebut D1rektur
' -Jenderal Penmbangan Keuangan Kementenan Keuangan Repubhk |
'Indonesm mengeluarkan Surat Nomor S-576/ MK-7 /2012 tanggal 24
September 2012 perihal’ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 /PUU-
IX/ 2011 yang ditujukan kepada Gubernur _Daerah KhuSUs__ Ibukota
~ Jakarta dan-Bupati/Walikota se-Indanesia mengarhanahkah agar segera
-menghent'ikan pemungutan -pajak hiburah atas permaman golf dan |

menyesuajkan Peraturan Daerah Pajak Hlburan tersebut sesuai dengan L -'

amar putusan Mahkamah KOHStltLlSI

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52 /PUU—
IX/2011 dan' Surat Direktur J ende_ral Perimbangan ~ Keuangan
Kementefiari_ Keuangan Republik Indonesia Nomor S-576 / MK—7 /2012
tanggel 24 September 2012, dapat disimpulkan bahwa yang tidak
dlkenakan Pa,]ak atas Golf adalah permaman golf atau pertanchngan golf,

- Untuk setlap orang yang menyaksikan atau menonton pertandmgan atas
Golf, tetap d1k_enal_;an Pajak Hiburan atas Pertandingan Olahraga.

JDIH Kota_Singkawéng ._ .



II. PASAL DEMI PASAL
Pasal |
Angka 1
Pasal 3 |
 Cukup jelas.
~ Angka 2 _
Pasal 6
| Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 11
Cukup jelas.

' Angka 4
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Hur_uf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Cukup jelas.

Hurufe

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukﬁp jelas.
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Hurufi
_ | -Cukup jelas..
Hurufj
'. Cukup jela’s.
Huruf k o
" Yang dimaksud dengan waterpark dan
- sejenisnya adalah satu bentuk wahana
rekreasi berbasis air dengan memanfaétkén
- pola - aplikasi Engineered Water Pleasure.
Sei;:_ar_a leksikal,-watefpark merupakan sécéra
keseluruhan dari permainan waterboom.dan
dapat dimaknai sebagai “sebuah taman
rekreasi air atau sebuah taman hiburan yang
‘memiliki area bermain air, seperti Seliincurail
air (water slide), bantalan air (splas'h
pad), spraygroundé (area main air s_enibur),
kolam arus / sungai malas (Lazy River), atau
mandi rekreasi lsﬁnnya, berenang, - dan
lingkungan barefooting. Saat ini bé.hkan
- dilengkapi dengan beberapa jenis
- lingkungan surfing atau bodyboarding buat
an seperti kol_am'gelombang / kolam ombak
(Wave Pool) atau Flowrider. |

Angka 5
Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SINGKAWANG NOMOR 57
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